SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu
dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021 sebagai akibat adanya perubahan
nomenklatur Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016-2021, diperlukan penyesuaian
nomenklatur indikator sasaran, perubahan indikator
kinerja sasaran, penyesuaian penempatan program, dan
perubahan indikator sasaran program;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;

Mengingat 3 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2010 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kutai
Kartanegara;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016- 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah  Perangkat Daerah  Kabupaten  Kutai
Kartanegara.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 20 {(dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.



10.

11.

12.

13.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan
daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5
(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat
daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu S5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk periode 1 (satu) tahun

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan
keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk
menentukan sumber-sumber dana yang digunakan
dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber
dana dan peningkatan kualitas belanja dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai
visi dan misi Bupati serta target pembangunan
nasional.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara
apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi
riil saat perencanaan dibuat.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa yang akan
datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.



14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan
5 (lima) Tahunan.

16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan  Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat

Daerah.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan

Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

18. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

19. Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran RPJMD.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

21. Program pembangunan Daerah adalah program
strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

RPJMD memuat Tujuan dan Sasaran, strategi
pembangunan daerah dan Arah Kebijakan, serta Program
Pembangunan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah dalam jangka waktu S (lima) tahun
dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan program
Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan
daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025.



Ketentuan Pasal 3 huruf c¢ diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

a.

b.

memberikan panduan bagi penyelenggara
Pembangunan Daerah jangka menengah;

mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
sinergis  dan terpadu dengan perencanaan
Pembangunan Provinsi, serta dengan perencanaan
Pembangunan Nasional; dan

sebagai pedoman bagi:

1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2021; dan

2. Perangkat Daerah menyusun Perubahan
Rencana Stategis Perangkat Daerah.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 5

Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika terdiri
dari:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;

BABV : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah;

BAB VIIl Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

BAB IX : Pedoman Transisi Dan Kaidah
Pelaksanaan.

Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd
SUNGGONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 127
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 100/9/2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara / .
Kepala Bagi

NIP. 19780605\200212 1 002



PENJELASAN
Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang
No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar
hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan
daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan
pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada
daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas
pembangunannya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah), dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan daerah dengan
melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing
dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah
pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan
RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain
menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana
dan prasarana, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi
dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan
kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi
pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun.
RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah
dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah harus dapat menjadi
basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyakarat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung
dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi
terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan
kebijakan, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran
pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber
daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem
perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran
penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta
penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan
keuangan daerah akan membaik di masa datang.



II.

Selain daripada itu untuk menindaklanjuti Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kutai Kartanegara. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 sebagai
akibat adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2016.

Selain hal tersebut, berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD

2016-2021 terdapat beberapa hal yang juga harus dilakukan yaitu :

1. Perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan program yang
mendukung;

2. Penyesuaian penempatan program pada dukungan indikator sasaran yang
lebih tepat;

3. Penambahan program baru disesuaikan dengan kewenangan dan
nomenklatur bidang di Perangkat Daerah;

4. Perubahan indikator kinerja program;

5. Penghapusan program karena kegiatan digabung ke program lainnya;

Berdasarkan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tahapan
penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan
penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 3
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)

Perubahan pada Lampiran antara lain :

1. Perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan
program yang mendukung;

2. Penyesuaian penempatan program pada
dukungan indikator sasaran yang lebih tepat;

3. Penambahan program baru disesuaikan dengan
kewenangan dan nomenklatur bidang di
Perangkat Daerah;

4. Perubahan indikator kinerja program;dan

S. Penghapusan program karena kegiatan digabung
ke program lainnya;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 57



